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BAB II 

LANDASAN TEORI TENTANG MASLAHAH MURSALAH 

 
 
 

A. Pengertian Maslahah Mursalah 

Menurut bahasa, kata maslahah berasal dari Bahasa Arab dan telah 

dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata maslahah, yang berarti 

mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak 

kerusakan.1 Menurut bahasa aslinya  kata maslahah berasal dari kata salahu, 

yasluhu, salahan, صلح , يصلح , صلاحا artinya sesuatu yang baik, patut, dan 

bermanfaat.2 Sedang kata mursalah artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan 

dalil agama (al-Qur’an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang 

melarangnya.3  

Menurut Abdul Wahab Khallaf, maslahah mursalah adalah maslahah di 

mana syari’ tidak mensyari’atkan hukum untuk mewujudkan maslahah, juga 

tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau 

pembatalannya.4 

Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, definisi maslahah 

mursalah adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari’ 

                                                            
1 Munawar Kholil, Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah, Semarang: Bulan Bintang, 

1955, hlm. 43.  
2 Muhammad Yunus, Kamus Arab Indonesia, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan 

Penerjemah dan Penafsir al-Qur’an, 1973, hlm. 219. 
3 Munawar Kholil, op. cit 
4 Abdullah Wahab Khallaf, Ilmu Ushulul Fiqh, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidah-

kaidah Hukum Islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002, hlm. 123. 
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(dalam mensyari’atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus 

yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.5 

Dengan definisi tentang maslahah mursalah di atas, jika dilihat dari 

segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada 

hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam 

hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Qur-an maupun al-Sunnah, 

dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia 

yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan. 
 

B. Landasan Hukum Maslahah Mursalah 

Sumber asal dari metode maslahah mursalah adalah diambil dari al-

Qur’an maupun al-Sunnah yang banyak jumlahnya, seperti pada ayat-ayat 

berikut: 

1. QS. Yunus: 57 

   
   

 ⌦ ⌧ ☺ 
   

 ☺ 
   

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran 
dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang 
berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang 
yang beriman”. (QS. Yunus: 57)6 

 
2. QS. Yunus: 58 

                                                            
5 Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh, terj. Saefullah Ma’shum, et al., Ushul Fiqih, 

Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005, hlm. 424. 
6 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Semarang: CV. Asy-Syifa’, 

1984, hlm. 659. 
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 ⌧  
 ⌧ 

   ☺ 
☺    

Artinya: ”Katakanlah: "Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah 
dengan itu mereka bergembira. karunia Allah dan rahmat-Nya itu 
adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan". (QS. 
Yunus: 58)7 

 
3. QS. Al-Baqarah: 220 

  
☺   ⌧ 

    
   

  ☺ 
 ⌧ ☺   

⌧     
      

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: 
"Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika 
kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu 
dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang 
mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya 
dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya 
Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS. Al-Baqarah: 
220)8 

 
Sedangkan nash dari al-Sunnah yang dipakai landasan dalam 

mengistimbatkan hukum dengan metode maslahah mursalah adalah Hadits 

Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Ibn Majjah yang berbunyi: 

عن  نا معمر عن جابر الجعفى ٲانبحدثنا محمد بن يحي , حدثنا عبدالرزاق . 

عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لاضرر 

  9ر ولاضرا

                                                            
7 Ibid 
8 Ibid., hlm. 59.  
9 Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, Sunan Ibn Majah, Juz 2, Bairut: Dar 

al-Fikr, tt., hlm. 784. 
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Arinya: Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razzaq 
bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufiyyi dari Ikrimah, dari Ibn 
Abbas: Rasulullah SAW bersabda, “ tidak boleh membuat mazdarat 
(bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat mazdarat pada 
orang lain”. (HR. Ibn Majjah) 

 
Atas dasar al-Qur’an dan al-Sunnah di atas, maka menurut Syaih 

Izzuddin bin Abdul Salam, bahwa maslahah fiqhiyyah hanya dikembalikan 

kepada dua kaidah induk, yaitu: 

رء المفاسد د .1  
Artinya: Menolak segala yang rusak 

 جلب المصالح .2
Arinya: Menarik segala yang bermasalah10 

Sementara itu Prof. Dr. Hasbi Asy-Siddieqy mengatakan bahwa kaidah 

kully di atas, pada perkembangan berikutnya dikembangkan menjadi beberapa 

kaidah pula, diantaranya adalah: 

 

 ان الضرر يزال .1

 ان الضرر لا يزال بالضرر .2

رء المفسدة مقدم على جلب المصلحة وان د .3  

الخاص يحتمل لد فع الضررالعامان الضرر  .4  

 انه يرتكب اخف الضررين .5

 ان الضرورات تبيح المحظورات .6

ة الضرورةان الحاجة تنزل منزل .7  

 ان الحرج مرفوع .8

 ان المشقة تجلب التيسير .9
Artinya : 

1. Sesungguhnya kemazdaratan itu harus dihilangkan 

                                                            
10 Jalaluddin al-Suyuti, Al-Asbah wa al-Nazdo’ir, Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 

1987, hlm. 31. 
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2. Sesunggunhnya kemazdaratan itu tidak boleh dihilangkan dengan membuat 
kemazdaratan pula 

3. Sesungguhnya menolak kemazdaratan harus didahulukan atas menarik 
kemaslahatan 

4. Sesungguhnya kemazdaratan yang khusus harus dipikul untuk menolak 
kemazdaratan umum. 

5. Sesungguhnya harus dikerjakan (dilakukan) kemazdaratan yang lebih 
ringan dari kedua kemazdaratan. 

6. Sesungguhnya segala yang darurat (yang terpaksa dilakukan) membolehkan 
yang terlarang 

7. Sesungguhnya hajat itu di tempatkan di tempat darurat 
8. Sesungguhnya kepicikan itu harus dihilangkan 
9. Sesungguhnya kesukaran itu mendatangkan sikap kemudahan11 

 
C. Syarat-syarat Maslahah Mursalah 

Maslahah mursalah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan 

adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan 

tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain maslahah mursalah merupakan 

kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari’ah 

yang mendasar. Karena syari’ah sendiri ditunjuk untuk memberikan 

kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk 

memberikan kemanfaatan dan mencegah kemazdaratan (kerusakan). 

Kemudian mengenai ruang lingkup berlakunya maslahah mursalah 

dibagi atas tiga bagian yaitu: 

a. Al-Maslahah al-Daruriyah, (kepentingan-kepentingan yang esensi dalam 

kehidupan) seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, 

dan harta. 

b. Al-Maslahah al-Hajjiyah, (kepentingan-kepentingan esensial di bawah 

derajatnya al-maslahah daruriyyah), namun diperlukan dalam kehidupan 

                                                            
11 Hasbi Asy-Siddieqy, Falsafah Hukum Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1975, hlm. 373. 
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manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang jika tidak 

terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan, hanya saja akan 

mengakibatkan kesempitan dan kesukaran baginya. 

c. Al-Maslahah al-Tahsiniyah, (kepentingan-kepentingan pelengkap) yang jika 

tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam 

kehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai 

pelengkap atau hiasan hidupnya.12 

Untuk menjaga kemurnian metode maslahah mursalah sebagai 

landasan hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu sisi 

pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nash (al-

Qur’an dan al-Hadits) baik secara tekstual atau kontekstual. Sisi kedua harus 

mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai 

zamannya. Kedua sisi ini harus menjadi pertimbangan yang secara cermat 

dalam pembentukan hukum Islam, karena bila dua sisi di atas tidak berlaku 

secara seimbang, maka dalam hasil istinbath hukumnya akan menjadi sangat 

kaku disatu sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu disisi lain. Sehingga dalam 

hal ini perlu adanya syarat dan standar yang benar dalam menggunakan 

maslahah mursalah baik secara metodologi atau aplikasinya. 

Adapun syarat maslahah mursalah sebagai dasar legislasi hukum Islam 

sangat banyak pandangan ulama, diantaranya adalah: 

1. Menurut Al-Syatibi 

Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila: 

                                                            
12 Muhammad Abu Zahrah, op. cit., hlm. 426. 
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a. Kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam 

ketentuan syari’ yang secara ushul dan furu’nya tidak bertentangan 

dengan nash. 

b. Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam 

bidang-bidang sosial (mu’amalah) di mana dalam bidang ini menerima 

terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah. Karena dalam 

mu’amalah tidak diatur secara rinci dalam nash. 

c. Hasil maslahah merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek 

Daruriyyah, Hajjiyah, dan Tahsiniyyah. Metode maslahah adalah 

sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek 

kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan.13 

sesuai firman Allah: 

    
      

Artinya: “Dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam 
agama suatu kesempitan”. (QS. Al-Hajj: 78)14  

 
2. Menurut Abdul Wahab Khallaf 

Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai legislasi hukum Islam 

bila memenuhi syarat yang diantaranya adalah: 

a. Berupa maslahah yang sebenarnya (secara haqiqi) bukan maslahah yang 

sifatnya dugaan, tetapi yang berdasarkan penelitian, kehati-hatian dan 

pembahasan mendalam serta benar-benar menarik manfa’at dan 

menolak kerusakan. 

                                                            
13 Al-Syatibi, Al-I’tishom, Beirut: Dar al-Fikr, 1991, hlm. 115. 
14 Departemen Agama RI, op. cit., hlm.368. 
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b. Berupa maslahah yang bersifat umum, bukan untuk kepentingan 

perorangan, tetapi untuk orang banyak. 

c. Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh nash (al-

Qur’an dan al-Hadits) serta ijma’ ulama.15 

 
3. Menurut Al-Ghozali 

Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila: 

a. Maslahah mursalah aplikasinya sesuai dengan ketentuan syara’ 

b. Maslahah mursalah tidak bertentangan dengan ketentuann nash syara’ 

(al-Qur’an dan al-Hadits). 

c. Maslahah mursalah adalah sebagai tindakan yang dzaruri atau suatu 

kebutuhan yang mendesak sebagai kepentingan umum masyarakat.16 

4. Menurut Jumhurul Ulama 

Menurut Jumhurul Ulama bahwa maslahah mursalah dapat sebagai 

sumber legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut: 

a. Maslahah tersebut haruslah “maslahah yang haqiqi” bukan hanya yang 

berdasarkan prasangka merupakan kemaslahatan yang nyata. Artinya 

bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan yang benar-benar 

dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemazdaratan. Akan tetapi 

kalau hanya sekedar prasangka adanya kemanfaatan atau prasangka 

adanya penolakan terhadap kemazdaratan, maka pembinaan hukum 

                                                            
15 Abdullah Wahab Khallaf, op. cit, hlm. 125. 
16 Mukhsin Jamil (ed.), Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam, Semarang: 

Walisongo Press, 2008, hal. 24. 
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semacam itu adalah berdasarkan wahm (prasangka) saja dan tidak 

berdasarkan syari’at yang benar. 

b. Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan 

kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok 

tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan 

oleh orang banyak dan dapat menolak kemudaratan terhadap orang 

banyak pula. 

c. Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang 

terdapat dalm al-Qur’an dan al-Hadits baik secara zdahir atau batin. 

Oleh karena itu tidak dianggap suatu kemaslahatan yang kontradiktif 

dengan nash seperti menyamakan bagian anak laki-laki dengan 

perempuan dalam pembagian waris, walau penyamaan pembagian 

tersebut berdalil kesamaan dalam pembagian.17 

Dari ketentuan di atas dapat dirumuskan bahwa maslahah mursalah 

dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam 

tindakan sehari-hari bila telah memenuhi syarat sebagai tersebut di atas, dan 

ditambahkan maslahah tersebut merupakan kemaslahatan yang nyata, tidak 

sebatas kemaslahatan yang sifatnya masih prasangka, yang sekiranya dapat 

menarik suatu kemanfaatan dan menolak kemudaratan. Dan maslahah 

tersebut mengandung kemanfa’atan secara umum dengan mempunyai akses 

secara menyeluruh dan tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang dikandung 

dalam al-Qur’an dan al-Hadits. 

                                                            
17 Ibid 
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D. Pendapat Para Imam Madzhab tentang Maslahah Mursalah  

Jumhur Ulama bersepakat bahwa maslahah mursalah adalah 

merupakan asas yang baik bagi dibentuknya hukum-hukum Islam. Hanya saja 

jumhur Hanafiyah dan Syafi’iyyah mensyaratkan tentang maslahah ini, 

hendaknya ia dimasukkan di bawah qiyas, yaitu sekiranya terdapat hukum 

ashal yang dapat diqiyaskan kepadanya dan juga terdapat illat mundhabith 

(tepat). Sehingga dalam hubungan hukum itu terdapat tempat untuk merealisir 

kemaslahatan. Berdasarkan pemahaman ini mereka berpegang pada 

kemaslahatan yang dibenarkan syara’, tetapi mereka lebih leluasa dalam 

mengganggap maslahah yang dibenarkan syara’ ini, karena luasnya mereka 

dalam soal pengakuan syari’ (Allah) terdapat illat sebagai tempat 

bergantungnya hukum, yang merealisir kemaslahatan. Sebab hampir tidak ada 

maslahah mursalah yang tidak ada dalil yang mengakui kebenarannya.18 

Adapun golongan Malikiyyah dan Hanabilah, mereka banyak 

membentuk hukum berdasarkan maslahah semata, tanpa memasukkan ke 

dalam qiyas. Menurut Imam Malik, untuk menetapkan dalil ini, ia mengajukan 

tiga syarat dalam maslahat yang dijadikan dasar pembentukan hukum, yaitu: 

Pertama, bahwa kasus yang dihadapi haruslah termasuk bidang mu’amalah, 

sehingga kepentingan yang terlihat di dalamnya dapat dinilai berdasarkan 

penalaran kasus tersebut tidaklah boleh menyangkut segi ibadat. Kedua, 

                                                            
18 Sarmin Syukur, Sumber-sumber Hukum Islam, Surabaya: Al-Ikhlas, 1993, hlm. 196-

197. 
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bahwa kepentingan tersebut mestilah sesuai dengan jiwa syari’ah dan tidak 

boleh bertentangan dengan salah satu sumber hukum di dalamnya. Ketiga, 

bahwa kepentingan tersebut haruslah berupa hal-hal yang pokok dan darurat, 

bukan yang bersifat penyempurna (kemewahan). Hal-hal pokok tersebut 

mencakup tindakan memelihara agama, jiwa/kehidupan, akal, keturunan, dan 

kekayaan. Hal-hal yang darurat berhubungan dengan usaha untuk 

memperbaiki kehidupan, sedangkan hal-hal penyempurna bersifat ”hiasan dan 

tambahan”.19 

Sebenarnya, dalam masalah ini, empat imam madzhab mengakui apa 

yang disebut maslahah. Hanya saja jumhur ulama Hanafiyah dan Syafi’iyah 

berupaya memasukkan maslahah ke dalam qiyas. Mereka dalam masalah ini 

keras, demi memelihara hukum dan berhati-hati dalam soal pembentukan 

hukum. Adapun golongan Malikiyah dan Hanabiyah, mereka menjadikannya 

sebagai dalil yang berdiri sendiri dengan nama maslahah mursalah.  
 

E. Aplikasi Maslahah Mursalah dalam Kehidupan 

Telah kita ketahui bahwa perbedaan lingkungan dan waktu, ternyata 

berpengaruh pada pembentukan hukum-hukum syara’. Sebagaimana firman 

Allah : 

     
   

    
     
 ⌧     

Artinya: ”Ayat mana saja yang kami nasakhkan, atau kami jadikan (manusia) 
lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau 

                                                            
19 M. Maslehuddin, Islamic Yurisprudence and The Rule of Necessity and Need, terj. A. 

Tafsir, Hukum Darurat dalam Islam. Bandung: Pustaka, Cet-1, 1985, hlm. 48. 
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yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa 
sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”. (QS. Al-
Baqarah: 106)20 

 
Dalam hal ini, Ahmad Mustafa al-Maraghi dalam tafsirnya 

menginterpretasikan ayat di atas bahwa ”Sesungguhnya hukum-hukum itu 

diundangkan untuk kepentingan manusia, dan kepentingan manusia dapat 

berbeda karena perbedaan waktu dan tempat. Apabila suatu hukum 

diundangkan yang pada waktu itu memang dirasakan kebutuhan akan adanya 

hukum itu, kemudian kebutuhan itu tidak ada lagi, maka adalah suatu tindakan 

yang bijaksana menghapus hukum itu dan menggantikannya dengan hukum 

lain yang lebih sesuai dengan waktu terakhir”.21 

Sedang Sayid Qutub memberikan penafsiran terhadap ayat tersebut 

dalam tafsirnya yang isinya hampir senada dengan penafsiran di atas yaitu :     

”Hukum  itu diturunkan untuk kemaslahatan manusia dan untuk merealisasikan 

hal-hal yang lebih baik untuk ditetapkan sepanjang hidupnya”.22 

Dengan adanya beberapa penafsiran terhadap ayat 106 surat al-Baqarah 

di atas, maka para ulama menetapkan sebuah kaidah ushul fiqh yang berbunyi: 

23تغيرالازمنة والامكنةتغير الاحكام ب  
 

Artinya: “Hukum-hukum itu bisa berubah karena perubahan zaman, tempat 
dan   keadaan.” 

 
Mungkin dapat dijadikan contoh yang tepat dan penting dalam 

penerapan kaidah tersebut mengenai pengaruh lingkungan pada hukum syari’i, 

                                                            
20 Departemen Agama RI, op. cit., hlm. 56. 
21 Ahmad Mustafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, Beirut: Dar al-Fikr, Juz I, hlm. 187. 
22 Sayyid Quthub, Tafsir fi zilalial-Qur’an, Beirut: Dar al-Ihya al-Arabi, 1971, hlm. 136. 
23 Syeikh Abu Bakar, Al-Faraidul Bahiyyah, terj. Moh. Adib Bisri, Al-Faraidul Bahiyyah, 

Kudus: Menara Kudus, 1977, hlm. 11. 
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yakni terhadap tindakan Imam Syafi’i tatkala pindah dari Bahgdad ke Mesir. Ia 

telah merubah sejumlah besar pendapatnya dan membangun mazhabnya yang 

baru (qaul jadid) dan berbeda daripada mazhabnya yang lama pada waktu di 

Irak (qaul qodim). Padahal ahli fiqhnya adalah ia sendiri dan sumbernya adalah 

al-Qur’an dan al-Hadits yang tidak pernah berubah, tetapi yang berubah adalah 

lingkungan baru dalam masyarakat Mesir yang menyebabkan terjadinya 

perubahan besar dalam pendirian dan ijtihadnya Iman Syafi’i. 

Kenyataan di atas, yakni adanya perbedaan antara qaul qodim dan qaul 

jadidnya Iman Syafi’i, maka jika dianalisa secara mendalam, ternyata Imam 

Syafi’i telah menggunakan metode selain qiyas juga menggunakan istihsan dan 

maslahah mursalah. Sebagi contoh adanya pendapatnya  yang membolehkan 

orang safih (dungu) berwasiat untuk kebaikan, padahal dalam kaedah umum 

telah ditegaskan bahwa ”tidak sah suatu wasiat kebaikan oleh orang-orang 

yang berada di bawah pengampuan”. Dalam fatwanya ini tampak pada kita 

hukum maslahah sehingga kaedah umum itu diabaikan. Dan dalam masalah 

lain Imam Syafi’i mengikuti pendapatnya Imam Malik yang membolehkan 

hukuman qishas dijatuhkan kepada sekelompok orang yang bersekongkol 

membunuh seorang atas pertimbangan mencegah terjadinya pertumpahan 

darah secara semena-mena di bawah perlindungan kelompok. Padahal pada 

hakekatnya qishas itu berlaku secara seimbang, tetapi untuk menjamin 

kemaslahatan umum dan perlindungan jiwa manusia maka qishah itu dapat 

juga kepada kelompok yang bersekongkol membunuh satu orang. 
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Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Imam Syafi’i di atas, tidak 

lain adalah disesuaikan dengan kondisi dan kemaslahatan umat. Dengan 

demikian, jika syari’at Islam ini difahami dengan mendalam, maka terlihatlah 

bagaimana prinsip kepentingan umum (al-maslahah al-mursalah) itu 

menduduki tempat menonjol dalam syari’at. Semua hukum dalam al-Qur’an 

dan al-Hadits, kecuali hukum peribadatan (ibadah mahdloh) mesti didasarkan 

atas sesuatu kepentingan umum bagi masyarakat yang dikehendaki Allah. Dan 

ahli fiqh harus meneliti dan mencarinya untuk mengenalnya serta dalam 

menetapkan hukum.24 

Syari’at itu adalah keadilan dan seluruhnya merupakan rahmat, dan 

kemaslahatan bagi ummat secara keseluruhan, dan mempunyai kebijaksanaan 

semuanya. Maka setiap maslahah yang keluar dari garis keadilan kepada 

keaniayaan dari rahmat kepada lawannya dan dari kemaslahatan kepada 

kerusakan dan dari kebijaksanaan kepada kesia-siaan, semuanya tidaklah 

termasuk dalam syari’at walaupun dimasukkan ke dalamnya segala macam 

dalil. 

Sehingga dapatlah dikatakan bahwa penggunaan kepentingan umum ini 

adalah sebagai salah satu sumber yurisprudensi hukum Islam dan merupakan 

suatu hal yang telah disepakati sebagai metode alternatif dalam menghadapi 

perkembangan hukum Islam. 

Dalam kehidupan sehari-hari kemaslahatan (maslahah mursalah) sering 

dilakukan oleh para sahabat dan ulama terdahulu, hal itu dilakukan dalam 

                                                            
24 Mukhsin Jamil (ed.), op. cit., hlm. 31-32. 
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rangka untuk mencari alternatif terhadap berbagai masalah yang timbul dalam 

masyarakat di mana tidak diterangkan secara jelas dalam nash (al-Qur’an dan al-

Hadits).25  

 

                                                            
25 Ibid., hlm. 33. 

 


